BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal S
ayat (2) huruf ¢ dan Pasal 8 ayat ( 3) Peraturan
Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang tata cara
pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja
selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain
pemberi kerja, dan penerima bantuan iuran dalam
penyelenggaraan  jaminan sosial, maka perlu
ditindaklanjuti dengan pengaturan penyelenggaraan
jaminan sosial kesehatan;

bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan
program BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf
a, Pemerintah Kabupaten Soppeng memandang perlu
untuk mengatur kepesertaan setiap orang/badan
usaha/perusahaan untuk mengikutsertakan tenaga
kerjanya menjadi peserta jaminan sosial kesehatan yang
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);

bahwa  berdasarkan pertimbengan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
peraturan bupati tentang kewajiban kepesertaan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2918) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, ibahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemen?tahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R?publik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013

Tata Cara Hubungan Antar Lembaga |Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran iNegara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, y
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S473);
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif a
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Setiap
Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan erima
bantuan luran Dalam Penyelenggaraan Ji ' Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 2013
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5481); '
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12; Tahun
2013 tentang Jaminan Keschatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan : Sesial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahm;n 2013
Nomor 253); i
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan |Daerah
Sebagaimana telah diubah Beberapa Kali, Terakhir
Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun, 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berital Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan' Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEWLIDAS

SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN

PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
SOPPERG
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ‘

alam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan: |

Daerah adalah Kabupaten Soppeng.

Pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten Soppeng. ‘

Bupati adalah Bupati ;

Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna

atau

Barang. | .
gmmsmymmghmpmmmmjm:
dang Ketenagakerjaan.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 'l

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidakme,la.lmkan
usaha yang meliputi persercan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah.(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, l«mgai2

undangan bagi setiap orng atau perusahaan yang di sediakan oleh
pemerintah daerah, meliputi izin tanda daftar atan yang sejenisnya.
lzinadalahizinyangdibeﬁkanolehpemeﬁntahdaerahkepadaseﬁapomng
atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan d rangka
pembanaan,penmtumn,pengendaliandanpmgawasan.
Pelaymmnpeﬁzinanadalehkegiamnataumngkaianb.giamdalapmngh
pg;ndmg:u&djanmbagseuapomamupmsahmmgdx;sedmkgn
oleh pemerintah daerah. 3.
Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan
oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah i
;enlipt\;ﬁ:lﬁnOpﬁk,IanemlatanParldr,lzinReklm,lzinU Industri,

i saha Jasa Konstruksi, Izin usaha Perdagangan, Izin , Izin
Apotek,!zinKeeehamndanKewlaxmmKexja,lzinPrakﬂkDo#ter,lzin
Industri Rumah Tangga, lzin Opersiaonal Sekolah, lzin Operasional
Bimbingan Belgjar, Izin Kursus, Izin warung Internet, kzin Penyelenggara
%damrmhmm' i tadanPelayananPublikterhentulamnya' g terkait

u | ‘

Jaminansosialadalahsalahsambenmkpemndungmsosialunmk
menjamin layaiemmh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dammg
yang dan meningkatkan martabatnya menuju terwuj
mﬂsyarakatm yang gejahtera, adil dan makmur. ‘

Penyelenggara Jaminan Sosial utnya disinglrat BPJS
s Bt S e Moo e b
Jaminan Sosial.
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. BABInN
TUJUAN DAN BASARAN
Pasal 3
MnanperaumBupatiin;melipuﬁ:
a. Perluasancahagankepesmandm Penegakan Hukum Jaminan Kegehatan
yang :

oleh BPJS Kesehatan;
b. Membmbanmanﬁaatjanﬁnanmialkeeehmn setiap orang, badan

bagi
uaaha,pemsahaan,daneena@kujadikabu ten Soppeng, dan; :
c. Maxjamhpuﬂndunganmhambagigﬂapomng,badanmaha,
mmm@uﬁaﬁhbumws@m

Sasaran  Peraturan Bupati ini adalah setiap orang atau ' badan
neaha/pemsahamyangmempekezjakantenngakajadikabupaten Soppeng,.

BAB IV
mmmaommrm

Paaal §
Klegla‘eeertaanjaminankesehatanbemfa‘twajibdandﬂakukan' sccara bertahap
[¢) H
a. Pekeﬁapenetimaupahdananggotakelua:ganya;
b. Pekexjabukanpeneﬂmaupahdananggomlnehmrganya;dan
c. Buhnpekeqadnnangomkeluamnya

Pasal 6 .

) Pekexjabukanpenex:lmaupahsebagaimanadimaksudda]ampasal

3) Bukanpehajasebm.dimMuddalampasaIShunﬁcadalah

termasuk di dalamnya pemberi kerja;
Pasal 7
Pemberl kerja sebagaimana dimaksud dalam 6 3) adalah
m jakan tenaga kerja dﬁx mi’x‘;‘é‘;’;‘a’, ﬁﬁl )imbalan :::g
bentuk lainnya.
BABV

dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS
Keschatan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sos yang
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Pasal 14

' Keﬁmman yang terkait dengan teknis pelaksanaan kepesertaan BPJS Kesehatan
akan oleh pejabat yang terkait.

| Peraturan Bupati ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap oran,

se € mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kaiuunpaten Soppemg
e

Ditetapkan dj Watansoppeng
Pada tanggal :22 Januari 2018
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